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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Tujuan pembentukan BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya terhadap pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenadalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjiana kredit adalahbukan termasuk kewenangan BPSK, karena penyelesaian sengketa kredit macet tidak diatur dalam tugas dan kewenangan BPSK. BPSK melampaui kewenangannya menyelesaikan sengketa kredit macet, karena keliru menafsirkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
3. Pertimbangan hukum hakim dalam  putusanNomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara nasabah/debitur dengan bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit.

B. Saran
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumensebaiknya menolak permohonan penyelesaian sengketa kredit macet dan menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa kredit macet ke Pengadilan.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaiknya hanya melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen yang berhubungan dengan kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan jasa sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen
3. Hakim Pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih adil dalam memberikan pertimbangan hukum disetiap putusan yang dikeluarkan guna mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.
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